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Manimbang

Mengingat

KABUPATEN SUMABLIMI

BUPATI SURABLMI

pahwe dalam rangks membankan leyanan panddikan yang i WA
pada enjang dan satuan penditikan Sekolan [asar o Kabupaten
Sukabum: maka dipandang perlu membaeniuk Sekolah Dasar (50)

Negeri

hahwa unluk memjamin pelaksanaan sisiem panyelenggaraan dan
mutu  satuar pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negen periu
menatapkan penegenan Sekolah Dasar (SD) Negen di Lingkungan
Dhnas Pendidikan Kabupaten Sukabumi,

bahwa kelas jauh Sekolah Dasar (SD) Negen Cibojong o Cisaupan
Desa Pulosari Kecamatan Kalapanunggal telah memanuni
persyaratan formal dan matenal uniuk ditetapkan penegenanntya
sesus dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku,

bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada
turul &, huref b dan hury! ¢, perlu dietapkan dengan Keputusan
Bupat

Ungang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daersh Kabupaten Dalam Lingkungan Provins: Jawa Baral
{Berta Negara Republik Indonesia tlanggal & Agusius 1850)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1965 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakara dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1830
tentang Pembentukan Daerah-Dasrah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jaws Baratl (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Momor 31, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomar 2851),

Undang-Undang MNomor 8 Tahun 1874 tendang Pokok-pokok
Kepegawatan (Lembaran WNegare Republik indonesia Tahun 1974
Momor 55, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1958 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor & Tahun
1574 tenlang Pokok-pokoh Kepegawaian (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 1988 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3830),

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
MNasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Momor
78, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonasia Momor 4302},

Undang-Undang Momor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran MNegara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tembahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 4389)
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17 Pearaturan Pamenntah Momor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 MNomor 184 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541],

18 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Tumjangan
Profesi Guru dan Dosen, Tumangan Khusus Guru dan Dosen sarta
Tunjangan Keshormatan Profesor (Lembaran Negara Repubii
Indonesia Tahun 2008 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesa Nomor 5016),

19 Peraluran Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pangeloiaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara

Republk Indonesia Nomor 5105),

20 Peraturan Menten Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 lentang
Standar Isi untuk Satuan Pencidikan Dasar dan Menengah,

21 Paraturan Mamen Pandidikan Nasional Momar 23 Tahun 2006 tentang
Standar Kompatens: Lulusan (SKL}

292 Pargiuran Menter Pendidikan Nasional Momor 18 Tahun 2007 tentang
Standar Pengelolaan Penddikan cleh Satuan Pendidikan Dasar dan

Menengah,

23 Peraturan Menten Pendidikan Nasional Nomar 20 Tahun 2007 tentang
Standar Panilasan Pendidikan,

24 Paraturan Memer Pandicikan Nasional Nomaor 24 Tahun 2007 lentang
Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah DasarMadrasah
Ibtdaiyah  (SD/MI),  Sexolah  Menengah  PertamaMacdrasah
Tsanawiyah (SMP/MATS) dan Sekolah Menangah AtasMadrasah

Alivah (SMAMA),

25 Peraturan Menten Fendidikan Nasional Momor 50 Tahun 2007 tentang
Standar Pengeixzan Pendidikan olah Pemerintah Dasrah

25 Peraturan Maentan Pandidikan Nagional Nomaor 12 Tahun 2008 tentang
Penatapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syaral Kelayakan
untuk digunakan Dalam Proses Pembelajaran;

27, Peraturan Menten Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2008 tentang
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;

20. Peraturan Menten Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Pendidixan Dasar di Kabupaten/Kota:

23 Keputusan Menten Pendidikan Nasional Momor 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendinan Sekolah;

30 Peraturan Daerah MNomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemeriftahan yang Menjadi Kewenangan Pemernmtahan Daarah
Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukaburmi Tahun
2007 Nomor 1)

31 Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Pemerntah Kabupaten Sukabumi (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2008 Nomor 32) sebagaimana
lelah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Pemenntah Kabupaten Sukabum
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomar 1),



Menatapkan

KESATU

KEDLA
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32 Peraturan Daerah Nomor B Tahun 2009 tentang Peryelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupsten Sukabumi Tahun 2008
Momor 9

13 Paraturan Dserah Nemor 11 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten SukaGum
Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Wabupaten Sukabumi Tahun
2010 Mamor 11,

34 Paraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2008 tentang Struktur Crganisas)
dan Tata Kena Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabum (Benta Daerah
Kabupaten Sukabumi Tahun 2008 Nomor 61)

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENEGERIAN
SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI CISEUPAN KECAMATAN
KALAPANUNGGAL DI LINGKUNGAN DINAS  PENDIDIFAN
KABUPATEN SUMABLIMI

Menetapkan Penegerian Sekciah Dasar (SD) Negeri di Lingkungan Dinas
Pendidikan Kabupaten Sukabumi

Penegerian Sekolah Dasar (S0} Negen sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU, adalah Sekolan Dasar (SD) MNegen Cisaupan
Kecamatan Kalapanunggal

Dengan ditetapkannya penegeran Sekolah Dasar (SD) Negen
sebagaimana dmaksud pada Diktum KEDUA  maka sistem

penyelenggaraan pendidikan, mekanisme kerja serta tenaga pendidik
dan kependidikan secara institusional harus segera disesuaikan
berdesarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menugeskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukatumi untuk terus
melaksanekan lugas pembinaan dan pengawasan secara oplimal

Dengan dilstapkannya Keputusan ini, maka ketentuan lain yang
bartentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan tidak beraku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palabuhanraty
pada tanggal 1o Septewicer 2oy
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